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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29
TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN

Menimbang

Mengingat

PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa guna menampung perkembangan kebutuhan
masyarakat terhadap penegasan pengaturan impor
hewan dan produk hewan serta untuk lebih
meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan ekspor dan
impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Hewan dan Produk Hewan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

www.peraturan.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2019, No. 1095

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5604);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal
Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam
Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok
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Menetapkan :
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dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 395);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk
Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 460);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019
tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau
Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 879);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 460) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13
diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (la) dan di antara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

terhadap Impor Jenis Hewan dan Produk Hewan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Importir
pemilik NIB yang berlaku sebagai API, harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada

Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan

melampirkan:

a. Akte Pendirian Usaha beserta perubahannya;

b. NIB yang berlaku sebagai API;

c. bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk
Impor Bakalan dan Indukan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

d. bukti penguasaan tempat penyimpanan
berpendingin  (cold storage) dan  bukti
penguasaan alat transportasi berpendingin
untuk impor produk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III dan Lampiran IV, kecuali
untuk pemasukan daging olahan siap edar yang
tidak memerlukan fasilitas berpendingin

sebagaimana informasi pada label produk
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